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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N 
Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Tkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Takalar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata  pada  tingkat  pertama  dalam  Sidang  Majelis,  telah  menjatuhkan

Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut :

PEMOHON I,  umur 35 tahun, Agama  Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan

tukang Batu, tempat kediaman berdasarkan domisili di kabupaten

Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

PEMOHON II,  umur 34 tahun, Agama  Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan

tidak  ada,  tempat  berdasarkan  domisili  di  kabupaten  Takalar,,

selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohonannya tertanggal

12  April  2018  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Takalar,

Nomor  17/Pdt.P/2018/PA.Tkl, tanggal 16  April  2018, telah  mengajukan

permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  14  Mei  2001,  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

melangsungkan  pernikahan  menurut  agama  Islam  di  rumah  Orang  Tua

Pemohon II di kabupaten Takalar,.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Desa =====

yang bernama ===== dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II

bernama  ==== dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa

beragama Islam masing-masing bernama :

      a. =====
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      b. =====

Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram. 

3. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon berstatus  perawan  dan

suami Pemohon berstatus jejaka.

4.   Bahwa,  antara   Pemohon  dan  suami  Pemohon  tidak  ada  hubungan

keluarga,  tidak sesusuan serta  memenuhi  syarat  dan tidak ada larangan

untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  suami  Pemohon

bertempat tinggal di Kabupaten Gowa,  dan telah hidup rukun sebagaimana

layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai  3  (tiga)  orang  anak  masing-masing

bernama:

1. ======
2. ======
3. ======
4. ======

6. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut

dan  selama  itu  pula  Pemohon  dengan  suami  Pemohon  tidak  pernah

bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai

pencatat  nikah  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Galesong  Utara,  Kabupaten  Takalar  dan  setelah  Para  Pemohon

mengurusnya  ternyata  pernikahan  pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak

pernah tercatat. 

7. 8. Bahwa  oleh  karena  itu  Para  Pemohon  sangat  membutuhkan

Penetapan  Pengesahan  Nikah  dari  Pengadilan  Agama  Takalar  untuk

mengurus kelengkapan berkas untuk berangkat Umroh.

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Takalar  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dengan

memanggil  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  selanjutnya  menjatuhkan  putusan

yang amarnya berbunyi:

Primer:

           Hal. 2 dari 5 hal Penetapan No. 17/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon  I  (PEMOHON  I)  dengan

Pemohon  II  (PEMOHON II)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  06  Oktober

2014, di Kabupaten Takalar.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan  yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon

II telah datang menghadap di depan sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para pemohon

tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Takalar dalam hal wewenangnya

dalam memeriksa perkara yang terbatas pada wilayah yurisdiksi  Pengadilan

Agama Takalar.

Bahwa, setelah pemohon I dan pemohon II mendengar penjelasan dari

ketua majelis hakim tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Pengadilan

Agama Takalar yang hanya dapat memeriksa perkara dalam wilayah yurisdiksi

Pengadilan Agama Takalar, baik dari objek perkara tersebut maupun subjeknya,

maka para pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala  yang

dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon bukan warga Kabupaten

Takalar  yang  merupakan  wilayah  Yurisdiksi  Pengadilan  Agama Takalar,  dan

majelis hakim telah menyampaikan hal tersebut kepada para pemohon bahwa

Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan

oleh para pemohon
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Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas lalu para pemohon

menyatakan mencabut permohonannya,  maka Majelis Hakim  tidak perlu

mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang,   bahwa   meskipun   permohonan  para  pemohon

dicabut,   namun  karena   perkara  ini telah didaftar dalam register perkara

dan termasuk dalam  bidang perkawinan,   maka sesuai Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  biaya perkara harus dibebankan

kepada para pemohon

Mengingat,   semua   pasal   dalam   peraturan   perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya.

2. Menyatakan perkara nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Tkl dicabut.

3. Membebankan  para  pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Selasa,  tanggal  3  Mei  2018  Masehi.  bertepatan

dengan tanggal 17 Sya’ban 1439  Hijriah.  Oleh kami Musafirah,  S.Ag.,M.HI.,

sebagai Ketua Majelis,  Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H., dan Muh. Hasyim,

Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh  Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh  Hakim Anggota dan dibantu   St.  Patimah,  S.H.

Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.
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Hakim Anggota,

          ttd
Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

         ttd         
Muh. Hasyim, Lc.  

       Ketua Majelis,

           

              ttd                
      Musafirah, S.Ag.,M.HI.

       Panitera Pengganti

 

               ttd                
       St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp   30.000,00

2. Biaya Proses : Rp   50.000,00

3. Panggilan : Rp 260.000,00

4. Meterai : Rp     6.000,00

5. Redaksi : Rp     5.000,00

Jumlah              Rp 351.000,00                        

                         (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
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